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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 29 

AKUNTANSI TRANSFER 

 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 

paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 

penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 

kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk transfer dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus 

disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan. 

2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, 

pengukuran, dan pengungkapan transfer. 

Ruang Lingkup 

3. Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam akuntansi 

transfer Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. 

4. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan 

pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan 

daerah. 

DEFINISI 

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan 

Akuntansi dengan pengertian: 

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan 

dan dana bagi hasil. 

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, 

misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana 

bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. 

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas 

pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat 

dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 

Pendapatan Transfer (LO) adalah transfer berupa pengeluaran uang atau 

kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu 

entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
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Beban Transfer (LO) adalah adalah beban berupa pengeluaran uang atau 

kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu 

entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

KLASIFIKASI TRANSFER 

6. Transfer diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan 

klasifikasi organisasi. 

7. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu 

mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer 

dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS. 

8. Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan 

diklasifikasikan antara lain:  

(a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.  

(b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.  

(c) Transfer Pemerintah Provinsi.  

(d) Transfer/Bagi hasil ke Desa.  

(e) Transfer/Bantuan Keuangan 

PENGAKUAN 

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 

9. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, 

pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas 

Umum Daerah. 

10. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan 

Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat: 

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned), atau 

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized) 

11. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas 

selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan 

transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan 

daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Transfer Keluar dan Beban Transfer 

12. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, 

pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran 

transfer keluar. 

13. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan 

Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan 

pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban 

transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan 

dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah 

daerah lainnya/desa. 
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PENGUKURAN 

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 

14. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, 

transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening 

Kas Umum Daerah. 

15. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan 

Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan 

transfer bagi Pemerintah Kabupaten. 

 

Transfer Keluar dan Beban Transfer 

16. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar 

diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. 

17. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur 

dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah 

lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. 

PENILAIAN 

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 

18. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

(a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai 

akibat Pemerintah Kabupaten tidak memenuhi kewajiban finansial seperti 

pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan 

sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi 

anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan 

pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian 

dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya 

DAU/DBH merupakan bentuk hukuman/kewajiban yang timbul karena adanya 

peraturan perundang-undangan. yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU/DBH 

tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas 

pendapatan transfer DAU/DBH tahun anggaran berjalan. 

(b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan 

penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan 

dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada 

tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama. 
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PENGUNGKAPAN 

19.  Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

(a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi 

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta 

perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya. 

(b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan 

realisasinya. 

(c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional 

(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

20. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

(a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi 

Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta 

perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya. 

(b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan 

realisasinya. 

(c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional. 

(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

PENYAJIAN 

21. Pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, pendapatan dan belanja 

transfer disajikan dalam LRA sebagai berikut: 

 

URAIAN Anggaran Realisasi 

PENDAPATAN TRANSFER   

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA 
PERIMBANGAN 

  

Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx 

Dana Alokasi Umum xxx xxx 

Dana Alokasi Khusus xxx xxx 

Jumlah Pendapatan Transfer Dana 
Perimbangan (11 s/d 14) 

xxxx xxxx 

   
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA   

Dana Otonomi Khusus xxx xxx 

Dana Penyesuaian xxx xxx 

Dana Desa   

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
- Lainnya (18 s/d 19) 

xxxx xxxx 

   
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI   

Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx 

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx 
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Bantuan Keuangan xxx xxx 

Transfer lainnya (sesuai peraturan perundang-

undangan) 
xxx xxx 

Jumlah Transfer dari Pemerintah Provinsi (23 

s/d 24) 
xxxx xxxx 

Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) xxxx xxxx 

   
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH   

Pendapatan Hibah xxx xxx 

Pendapatan Dana Darurat xxx xxx 

Pendapatan Lainnya xxx xxx 

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 
31) 

xxx xxx 

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) xxxx xxxx 

   
BELANJA   

TRANSFER   

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA   

Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx 

Dana Desa xxx xxx 

Alokasi Dana Desa xxx xxx 

Bagi Hasil ke Desa xxx xxx 

Bagi Hasil Retribusi xxx xxx 

Transfer lainnya (sesuai peraturan perundang-undangan) xxx xxx 

JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA xxxx xxxx 

 

TANGGAL EFEKTIF 

22. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk 

laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun Anggaran 2022. 

         

         

 

 

        


